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PEMERINTAl-1 KABUPAT'E!N MUARA ENIM 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 

NOMOR 14 TAHUN 2008 

TE N.·T ANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS DAERAH KABUPATEN MUA~A ENIM 

DE NGAN HAHMA T TU HAN YANG MAHA f.:SA 
; 

BUPJ\TI MUARA ENIM, 

',, 

Menimbang a. b;:3t1w.a dengan tE lah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nornor 
41 -,-ahun 200~ ten~c1ng Pedc,man Organisa$i Perangkat baernh 
seba~Jai '. pelaksan~an dari t~asal 128 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang--Undang Nornor 32 Jahun 2004 tentang Pemerintahan 
c'aernh, maka dir)andang perlu untuk menata kembali dan 
melakui~!an penyesuc1ian terf-:ad8p OrganiscfSi dnn Tata Kerja 
Di11as Daerah :<abypaten Mu@ra Er"lim yang diatur dan ditetapkan 
dengan :PeratL..ran baerah. 

Mengingat 

b. bahwa t~rhad3p Rfur1cangan ~eraturah Oaerah tentang Penataan 
Organisasi Pernnrikat Daerah Kabupaten Muara Enim · tel ah 
mendapatkan fasilitasi dari (;;ubernur Surnatera Selatan melalui 
surat Gubernur nomor: 188.342/2623/X/2008 tanggal 21 Agustus 
2008, sebaga: pelc.Jksanaan dan tindak lanjut ketentuan pasal 38 
dan 3~J Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a clan b di atas, perlu diatur dari ditetapkan dengan ~eraturan 
Oaerah. 

1. Undann-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Oaerah Tingf.(at 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( L13mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan 
Lemt,aran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ; 

2. Undann-Unda11g Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Oaernh ( Lemb.3ran Ne~Jara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437 ) sebagaim21na telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ~008 (Lernbaran 
Negara1 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lemt,aran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

3. Undc1r1!]-Undang Nomor 1 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Pe~aturan PArundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
lndorn;sia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndon3sia Nomor 43139 ) ; 
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4. Peraturan Pemerinti3h Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagiar, Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, 
Pemerintah Daerar. Provinsi dan Pemerihtah Daerah Kabupaten / 
Kota ( L.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lemtar,1n Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

• 
c:: 01-,,,-,t .. ra.-, Dcn-iQrintah . Do.-" ,h/i// /nrlnn,:i&i,, l\lnn-inr 41 "ra·hun "007 
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tentang Orgar.isasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara 
Reput:Jlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tan1bahan Lembaran 
Ne;:iara Hepublik lridon8sia Nomor 4741 ) ; 

6 . Peraturan Menteri 0alam Ne£Jeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
PetL njuk T~knis Pena1.aan Organisasi Perangkat Daera~, . 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPt~TEN MUARA ENIM 

Da.n 
• 

Menetap!--an 

BUPATI MUJl.RA ENIM 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN 0AE:RAH TENTANG PEMBENTUKAN OR.GANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS 0AERAH KABUF>ATEN MUARA ENIM 

BAa: I 
-~ 

K.ETENTU.f.\N UMUM 
i 

Pas/ii 1 

0alal'Tl Peraturan Dc:erah ini yan~3 dth1aksud demgan : 

1. 0a8rah cldalah Kabupaten Mua_r,J Enim ; 

'2 . Pemerinl.c1h 0aE.~ah adalah Pemerintah Kabupaten Muara1 Enim; 

3. Bupati adalah Bupali Muara Enim ; 

4. Dewan F>erv,ci~.ilan Rakyat Daerah adalat~ Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah KE.bupaten Muara Enim yang selanjutnya di sebut 
DPRD ; 

5. Otonomi Daerah aJalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 
o~onom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pernerintahan dari kepentingan masyarakat setempat sesua i 
d~ngan Peraturan Perundang-Undanga11. · 

6 . Sekretaris Daerah adalah Sekret~ris 0aerah Kabupaten Muara 
Enin·; 

7 . Dina~ Daerah ada,ah Dinas Daerah r<abupaten Muara Enim ; 

8. Unit Peilaksana THknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau 
,.,l"'\,.,i.-. .. ....,n +,,l;nic- nr\nl 1ni""lnn \,,.,,nr, ,..,,.._l"'\n1'"-1 ....... ,,ai u,ilayah 1,1"'\ri"\ sat!' 
rv:;~ t CHc:111 lCr..111.:- t-Jvl IUI IJc:111~ yc:11 ·~ 11 IOI I It-JUI ,y I VVII I l"\0:::IJCI ·-

atau beberapa kec.3matan; 

9. Kelompok Jal>atan t=ungsioncil adalah kelotnpok tugas atau 
kegiatc1n yang sesuai dengan keahlian dan kebutullan dalam 
rangka rnendukunr: tugas Pemerintahan; 

10. Eselon :3dalah tingr<atan jabatan struktural. 

BAB II. .. .. .. ... .... .. 



BAB II 

PF.MBF-NTUKAN 

Pasal2 . 
•' 

• 

Dengan Pernturan Daerah ini , di ,bentuk Organisasi Dir'las Oaerah 
yang terdiri da~i : . i 
a. Dinas P1eridapatan. Per,gelolaari Keuangan dal"l Aset Oaerah ; 
b. Dinas Kesehatan ; 

c. Dinas Pendidikan; 
d. Dinas Sosial ; . 

e. Dinas Ten.gga K0rja c:1an Transn~1igrasi ; 

f. Dinas Tan~man Pan~1an dan Hc:rtikultura ; 
g. Dinas Peti;}rnakrm dah Perikan~h; 
h. Din2s Perkebur.an ; 

1. Dinas Kehutanan ; r 
J. Oinas Ke~ienduduka(1 clan Cataian Sipil ; 
k . Dinas Pedambanga~ dan Enerct i ; 
I. Dinas Pekerj3ar, Urr,rJm Bina M~rga dan Pengairan ; 

m. Dinas Pe~ierjaan umLm Cipta Karya dan Tata Ruan~ , 
n. Dinc1s Peri1uda, Olah Raga, l<elt udayaan dan Pariwisata; 
o. Dinas Perhubungan ; ; 

p. Di'las Ko~)erasi , Usaha Kecil <i~n Menengah ; 
q Dinas Pe.rindustrian ban Perda1~angan . 

l BAB 111 
. 1 ~l 

KEDUDUKAN, TUGASi POKOK, FUNGSI DAN 
SUSUNAN ORGANl$ASI 

Bagi,3n Pertama 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dar'l Aset Daernh 

Pasal 3 

( 1) Oin2s Pendapatari, Penge!olaan Keuangan dan A.set Daerah 
merupal<an u,·su~ pelaksana Otonomi Oaerah di bidang 
Pendapatan, Pengelolaan l<euangan den Aset Daerah. 

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangar'l dan Aset Daerah 
dipinipin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 
certan!~gung jawah kepada Bt..pati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal4 

Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan As(:)t Daerah 
mempunyai . tugas ms laksanakan urusan pemerintahnn daerah 
berdasarkan asas otonomi cJan tugas pembantuan di. bidang 
P~ndapatan Daerah, pe, 1gelolaan keuangan dan aset daerah. 

Pasal 5 

Untul , melaksanakan tugas sebagaimana dima~:sud pasal 4, Dinas 
Pendapatan, Pengalc,aar. Ke'.Jangan d.an Aset · Diierah rnempunya i 
fungsi : 
a. Porurnusan ket ijaksanaan teknis di bi dang Pendapatan, 

Pengelolaan Keuc=ingan dan AsEit Daerah; 

b. Penyelenggaraan ............. . 
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b. Penyelenimaraari urusan pemerir'"ltahan dan pelayanan umum d i 
bidang Penclapat.Jn, Pen~ielolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

c. P~laks~maan dan. Pembinaan di bidang Pendapatr.m, Pengelolaar, 
Keuan9an dan Aset Daerah;~ 

d. Pengellc'alian, p1:1mbinaan dan pengawasan sebagian kegiatan 
teknis opE;rasion~I dan / ati3u :::,enunjang di Bidang Pendapatan, 
Pengerolacm Keurn1gan dan As9t Daerah; , ' 

e . PQlaksana:an tu~i3s lain yang diberikan Bupati .;esu.;ii tugas d~n 
fun~Jsiriya . 

Pasal6 

( 1) Struktur Organis:3si Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah ~erdiri dari : 

a. K~pala Dinak : . 

b . S~kretariat, h,embawa~i : 
1 '. Subbagi8h Perenc3i1aan : 
2. Subbc1giah l(euangan ; 
3; Subbagiah Umum. , 

c. 8idang !;'endapatan Asli Daerah, riiembawahi : 
1: Seksi Pafak Daerah l 
2: Seksi Retribusi; . 
3. Seksi Per;1 erimaan lainnya. 

d. B:idang Perfmb,mgan, ;.rnernbawahi: 
1 · Sel-,sr Paj.ak l:3umi d~n Bangunan (PBS) ; 
2 Seksi Babi Hasil Pafak dc1n Bukan Pajak ; 
3. Seksi Diin:1 Aioka$i Umum dan Dana Alokasi Khusus 

(DAU da:n D.A.K) . 
; .l 

e. 6idm1g Anggaran dan 'f;3elan!a, membawahi : 
• 1-. Se!-,si Ang,_;iaran ; 

2. Sef(Si Bel.:mj'.~. 

f. Bidang Akuht3r,s i, Verlfikasi dan Pelaporan, mernbawahi : 
1. Sef,si Akuntansi; 
~- Seksi Ver:fikBsi ; 
3. Seksi Pelapor an. 

g. Bidang Aset, membawahi : 
1. Seiksi Aset Tetap ; 
2 . Sel(Si l1S8t Tidak Tetap. 

11. Unit Pelaks~ma Teknis Dinas (UPrD); 

Kelompok J3batan Fungsional. 

(2) Bagan struktur or~anisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada 
Lampiran I Peraturan Daerah ini . 

Bagian Kedua 

Dinas Kesehatan 

Pasal7 

(1) Dinas Ke1sehatail merupakan unsur pelaksana Otonorni Daerah di 
bidang Kesehatan . 

(2) Dinas Ke~;ehatan dipirnpin oleh seorang Ke()ala Dinas yang 
herada cli bawar. dan bertanggung jawab kepada 8upati melalui 
Sekretaris Dc1erah. 

Pasal 8 ... .. ......... . 
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Pasa:8 
'I 

Oinas Kesehatan rne:npunyai tu~Jas melaksanakan 
;,emer/ntahan daernh berdasarkar, · asas otonomi dan 
r,embantu2n cii bidang f<8sehatan . 

Pasal ;B 

urusan 
tuga5 

Untuk melaksa~akan tugas seba~Jai inana dirnaksud pasal 8, Dines 
Kesehatan rnerr\punyai furlgsi : 

a. Perumusan kebijgksanaan tekni.s di bid3ng kesehatan; 

b. 
: i :. . • 

Peny elenggaraa;1 u,·u~an pemerir'ltahan dan pelayanan umur'n di 
bid8ng kesehatan; ' 

. ~ . l 

C. Pelc: ksanaa:h dan p8rn
1
binaan di ~idang kesehcitan; 

d . Pengendalii3n, per"lbi i1aan dnr"1 :pengawasan seba9ian kegiatan 
tekni~; operasional dar; / atau pedunjang di bidang kesehatan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang dfberikan Bupati se~uai tugas den 
fungsinya . 

Pasaf 10 
. ' 

( 1) Struktur Organisasi Din..is Keset·1,3tan terdiri dari 
~ ,. 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretiariat, membawahi ; 
1. Sut) Bagian Utnum; ,_ 
2. 8ub Bagian Keuangan; , 
3. Sub Bagign Perencanaah. 

c. 8idan~J Pelayanah Kesehatan , metnbawahi ; 
1. SHksi Kesehatan Dasar;: 
2. SHksi Keseh2tan Rujukan ; 
3. Seksi Ke~ehatan Khusus. 

d. BidE1nD Pen,gendalian Mas~\lah Kesehata1 , membawahi; 
1. Seksi Pen:;iendalian dan PeJ"r'lberantasan Penyakit ; 
2. ~,,~ksi \!Vabah Gan Benc3na ; 
3. Seksi K6seh~tan Lingklimgan. 

e. 3idano Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Kesishatan, membawahi ; 
1. Seksi Pe:rencanaan dan Pendayagunaan ; 
2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 
:3 . Seksi Registr asi dan Akreditasi. 

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi ; 
1 . SE!ksi Jaminan Kesehatan; 
2. SE!ksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; 
3. Seiksi Kefarrnasian . 

g. Unit Pelaks8na Teknis Dinas (UPTD); 

h. Kelompok JF.lb'3tat1 Fun~sional. 

• 
(2) Bagan struktL·r organisasi Dines Kesehatan sebagaimana 

t0rcanturn pada lampiran II Peraturan Daerah ini . 

8agian .. ... ........ . 
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Bagian Ketiga 

Dinas Pendidikan 

Pasal 11 

('i) Oina~ Pendidik~n merupakan urisur pelaksana Otonomi Daerah di 
bidEng PHndidikan. . 

' ; 

(2) Dinas PEmdidif<an dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada di bawah cian bertanggur1g jawab kepaja B..ipati melalui 
Sekretaris Daer8h. 

.Pasal 12 

Dinas Pendidikan. mempuriyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daernh berdasarkan asas otcnomi dan tugas 
pembantuan di bkJa:,g Pendidlkan . 

• Pasal 13 

Untuf<. melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, Dinas 
Pendidikan rnempunyai fungsl : 

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan; 

b. Penyelen~1gari:an urusari pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang ~mndidiken; :; 

c. Pel~ksanc1an dan pembi~aan di biclang pendidikan; 

d. PengGnd 3lian,; 0embinacin dan pengawasan seoagian kegiatan 
tekriis operasiqmal dan / ~tau penunjang di bidang pendidikan; 

e. Pe:aksanc1an iugas lain ,yang diberikan Bupati sesuai :ugas dan 
fungsinya . ( ·) 

Pasal 14 

(1) St'"uktur Orgrniisasi Dinas P€ndidikar\ terdiri dari : 

a. Kepala Din3s ; 

b. Sekretariat, mernbawahi ; 
1. Sub Bagian UmL)m; 
'.2 . Sub Ba~ian Keu~ngan; 
3. Sub Bar:iiari Per~ncanaan. 

c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah 
Dasar (SD), m~mbawahi ; 
1. Seksi Kuril<ulum ; 
2. Seksi ren;:,ga Tekr'liS; 
3. Seksi f ,ekolah Swasta. 

d. Biclang Pendidikan Sekolah Menengah Pe.rtama (SMP), 
Sekolal1 lv1encrngah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SM~~). membawahi ; 
1. Seksi Kurikulun'I; 
2. Seksi Ter1a~Ja Teknis; 
3. Seksi Sekolah Swasta. 

e. Bidang Sa:-an'3 dan Prasarana, membawahi ; 
1. Seksi Perencanaan dar'l Pengadaan; . 
2. S:eksi Pemeliharaan dan Penghapusar"l; 
3 . Seksi I\J1or.,toring, Evaluasi cian Pelaporan. 

f. Sidang ..... .. ......... . 
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f. Bidang Tekr.is, Pendidikan Luar Sekolah dan Kegiatan 
Siswa, l'nem~awahi ; 
1. Seksi ~(egiatan Kesiswaan; 
2. Seksi Pandidik~n Luar Sekolah dan ~endidikan Anak 

Usia;Dini (PAUD); 
3. Seks·i Tena~a Telmis. 

g. Unit P~l¥3ksana Te~n;s Dinas (UPTD); 

h. Ke~lompol< Jabatan; hmgsional. 

Bagan struktur organisasi Dihas Pendidikan sabagain'laria 
terccr1tum pada lampiran Ill Perajuran Oaerah ir"li. 

Bagian l<e~mpat 

Oinas Sdsial • 
P,1sal 15 

(1) Dina:; Sosia! merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah di 
Bidanij Sosial. 

(2) Dinas !3osial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yaniJ berada di 
bawar1 dan bertanggung jawab k,9pada Bupati tnelalui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal16 
. , 

Dinas Sm,ial m~mpunyai tugas mel9ksariakan urusan ~emerintahan 
daer~h bmdasarkan as8s otonorni dan tugas pembantuan di bidang 
Sos1al. · 

Pasal 17 

Untuk melaksanaka11 tugas r.ebaga1mar'la dimak.sud pasal 16, Dinas 
Sosial mempunya1 fungsi : 

a. Perumusan kcbijaksanaan teknis di bidang Sosial; 

b. PenyHlenggaraan 1Jrusar, per'nerintahan dan pelayanan umum di 
bidang $osial; 

c. Pelaksanaan dan pembinaar'I di bidang sosial ; 

d . Pengendalicin, pur,binaan cjan pengawasan sebagian kegiatan 
teknis operasional dan / atau penunjang di bidanQ sosial ; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang dib8rikan Bupati sesuai tugas dan 
fungsiriya. 

Pasal 18 

(1) Strul<tur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari : 

a. l<e!pala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi ; 
·1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bariian Keuangan: 
:3 . Sub Sagian Perencanaan. 

C. l:Jidtmg .... ......... .. 
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c. Bidang Br:intL·an dan Jaminan Sosial, membawahi: 
1. Seksi Bantuan S-Jsial Korban Bencan~; 
2. Seksi Pendayaqunaan Surnber Daya Sosial dan Jaminan 

Scsial ; ! : 

3. Seksi Birnbingan Organisasi Sosial dan Kepahlawanan 

d. Bidang Pelayanan dan Reh'abilitasi Sosial, men1bawahi : 
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat ; 
2. Seksi Pelayanan Tuna Sosial ; 
3. Pelayana:, .Kesejahter,aan Keluarga, F~kir Miskin, 

Komunit:1s Adat Terpencil dan Lanjut Usia. 
l 

e. fjidang Data dan Pelaporari, membawahi : 
1. Seks1 Pengumpular\ Pe'ngolahan dan Pelaporan Data ; 
2. Seksi Monitoring, Evalu~si dan Program. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 

g. K:elompol< Jabatan Fungsio_nal. 

(2) Bagan struktur organisasi Dimis Sosial sebagairr\ar,a tercantum 
pada lc1mpiran IV Peraturan Dserah ini . ' 

Bagian l(elima 
; :· 

Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi 
-~ 

Pasal 19 

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur 
pelak:san9 Oton:imi/ Daerah ;di bidang K~tenagakerjaan dan 
Transrnigr.asi. 1 

(2) DinaB Tenaga Kerja dan T~~nsmigrasi dipimpin 6leh seorang 
Kepal;3 binas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
Lepad,i B_upati rielalui Sekrntari s Oaerah. 

Pasal20 

Dinas Tenaga Kurja dan Transmigrnsi rnempunyai tugas 
melE.ksanakan urusan pemerintahari daerat'l berdasarkan asas 
otonomi dan tugas. pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi . 

?asal 21 

UntuL melc:kSanakari tuga$ sebagaimana dimaksud pasal ;W, Dinas 
1enaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : 

a. Perumusan l(ebijakBn · teknis di bidang Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi ; 

b. Penyelenggaman urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
~idang Te.naga Kerja dan Trnnsmigrasi; • 

c. Pelaksanaan da11 rembinaan di bidang Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 

d. PengEmdalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan 
teknis operasionc:11 dan / atau penunjang di bidang Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi; 

e. Pelaksanaari tu~1as lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan 
fungsinya . 

Pasal 22 ... ......... . . 
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Pasal 22 

(1) Struktur Organisasi Dinas TenaiJa kerja dan Transmigras; terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Selm?tar,iat, membawahi ; 
1. Sub Bagiari Umum; 
2. Sub Bagia11 Keuangan; 
3. Sub Bagian Perencanaan. 

c. Bidang Pelatihan dan Penempatan 1enag2 Kerja, membawahi ; 
1. 3BkSi lnforr.1asi. Pasar Kerja; 
2 . S13ksi Pelatihan dan Pro-::luktifitas ; 
3. S13ksi Pemempatan Tanaga Kerja. 

d. 13idang Hubungan Industrial dan Pengawasan, membawahi ; 
1. S13ksi Pengawasan dan ~<etenagakerjaan; 
2. S13ksi Syarc1t Kerja (syaker) dar, Jaminain Sosial ; 
3. s,~ksi Hubungan Industrial. 

e. Bid:3rig Tr arisrr;igrasi , rnembawahi ; 
1. S13ksi Penyiapan dan Pernukiman Transmigrasi ; 
2 . S,3ksi Pcnempatan Trans,;nigrasi; 
3. s,~ksi Pembina~n Transmigrasi . 

f . Unit Pelaksana Tekn;s Dinas ;(UPTD); 

g. Kelornp~k Jatata~ Fungsion~l. 
} 

(2) Bagar stru.ktur organisasi Dinat Tenaga Keria dat'l Transmigrasi 
sebag.airnaria tercantL •m pad a iaJripiran V Peraturar'l Dae rah ini. 

• 
Bagian f\eenam 

' ( 
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 

Pasal23 

(1) Dinas Tanama11 Pangan dan Holtikultura rnerupakan unsur 
relaks.ana Otonomi Dae:rah di bidang Pertanian isnaman 
Pangan dan Holtikultura. 

(2) DinaB Tana,nan Pengan dan Holtikultura dipimpin oleih secrang 
Kepala yang bcrada di bawah dan bertanggung jaw~b kepada 
Bupati melalui Sekre taris Oaerah. 

Pasal24 

Oinas 1c1r1aman Pc1ngar, dan Holtikultura mer"l'lpunyai tugas 
melaksc1nal<a11 urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi clan tugns pembantuan di bidang Tanar'nar"l Pangan dan 
Holtikultura. 

Pcisal 25 

Untuk melaksanakan tuQas sebagaimana dimaksud pasal 24, Dinas 
Tanaman Pangan dm1 Holtikultura mernpunyai fungsi : 

a. Perumusan KebiJakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan 
Holtikultura; 

b. Penyelenggaraan .. .. .......... . 
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b. PenyelEmggaraan urusan pernerintahan dan pelayar'lan umum di 
bidang lanama.-, PanJan dan Holtikultura ; 

r.. Pelaksan.aan dan pembinaan. di bidang Tal"laman Pangan dan 
Hultikultura; 

d. Pongendalian, pembinaan da11 i:;er"lgawasan sebagian kegiatan 
tekrlis operasicnal dan / atau penunjang di bidang Tanaman 
P,'3ngan dan Hoitikultura; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang :diberikan Bupati sesuai tugas dan 
fungsinya . 

i=>as~l26 • 

( 1) Struktur Organisasi Dintts Timarnan Pangan dan Holtikultura, 
terdiri dar'i : 

, . 
a. K.epala Dinas ; : 

b. SBl<~etariat, m~mbawat1i ;j 
1. ~~ub Bagi,1;1 Parencanban ; 
2. t3ub Bagi an, Umum; 
3. Sub Bagian;, Keuangart 

c. 8ida.ng P'."odu ~.si'Tanamdn Pangan, metnbawahi ; 
1. Seksi ProdL1ksi f'.>adi ; 1 

~- ~~eksi ProdL~k~i Sernal fa Non Padi dan Ubi-Ubiar'I 
3. Seksi Prud(:.Jksi Kacang-Kacangan. 

d. Bidaing Produksi Hortil,ultura, membawahi ; 
1. !3eksi ProdL)ki;i Buah; '.; 
2. !3eksi Pro1JL)ksi Sayurin; 
3. Seksi Prcduksi Tanarnim Hias dan Tanaman Obat. 

~ • J 

e. Bidang Sare.ma dan Prasc;irana, tnembnwahi : 
1. Seksi L.a1a·n dar'I Air ; ; 
2 . Seksi Pupuk dan PE?stisida ; 
3 Seksi Alat dan Mesin Pertanian 

f. Biclang Usaria Tani, Pengolahan dan Pemasarana Hasil, 
r'hernbawahi : , 
1. Seksi Usaha Tani dcm ;Pembiayaan; 
2. Seksi P,:men, Pascci, F?engolahan dan Pemasarar'l Hasil 
3. Seksi Per!indungan Tanaman. 

g. Unit ·PelaKsana: Teknis CiAc..s (UPTD); 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi Dir'l8s Tanamar1 Pangan dan 
Holtikultura sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan 
Daerah ini . 

Bagian Ketujuh 

C'in'1s Peternakan dan Perikanah 

Pasal27 

(1) Dinas Petcrnakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana 
Ot.onomi Dae1 ah di bidang Peternakan dan Perikanan . 

• 
(2) Dinas Peternakan ,jan Perikanan dipimµin oleh seorc1ng Kepala 

yang berada di bawah rlan bertanggung j8wab kepada Bupati 
me-lalui Sekretaris Or1erah 

Pasal 28 ...... ....... . .. 
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Pasal28 

Din as Petemakan dan , Perikanan mempunyai tug as melaksanclkan 
urusan pernerir,tah3n da13rah berdasarkan asas otonomi dan tugas 
µembantuari di bidc1r.g Peternakan, dan Perikanan. 

Pas.al 29 

Untuk melak~anakan t~gas seba~aimana dimaksud pasal 28, Dinas 
Peter,1akan da:-i Perikaria:1 mernpunyai fungsi : 

a . 

b. 

C. 

d. 

e. 

Perumusan Ke~ijc:k~n teknis di bidang !=>eternakan dan Perikanan; 
I ~ !~ 

Penyeleriggara□n Jrusan pemerintahan dan pelayanan umi.Jm di 
bidang Peternakan dan Perikanan; 

Pelaksanaan 
Periknnan; 

dan ! pembinaan di bidang Peternakan dan 
.. 

Pe.ngendaiian, r;en1binaan din pengawasan sebagian kegiatan 
teknis operasional <Jan / atau penunja'lg di bidang Peternakan dan 
Perikamln; 

Pe-laksar.1aan tugas l:iin yE1ng. cliberikan Bupati sesuai tu~cis dan 
fL•ngsi nyh. · 

(~) Struktu~· Organis,'3~i Dinas P~ternakan dan f)erikanan terdiri dari : 
' a. Kep1ala Oinas ; 

b. Sekretarir:1t, m;~mbawahi ,; 
·1 . Sub Bngian Umum; '. 
2 . Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagia'l Perencar,aan. 

i ( . 

c l3idang Peternc1kan, rneriibawnhi ; 
1. Seksi Budi Daya Peternakan ; 
2 . Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 
3. Seksi f'enyebaran dan Pengembangan Peternakan .. 

d. Bidang Sara11a dan Prasarana, tnembawahi ; 

e . 

f. 

g. 

h. 

1. Seksi Bangunar,, Alat, Mesin dan A ir; 
2 . Seksi Pakan dan Obat ; 
3. Seksi rJata dan Pembiayaan; 

Elidang ~:.eseriatan Hewan dRn lkan, mef'l'lbawahi ; 
1. Seksi Kesehatan Hewan ; 
2. Sel<si Sumber Daya H,3yati dan Kesehatan lkan ; 
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterineir. 

Biclang Peril<anan, membawa,'1 ; 
1. Seks: Budi daya Perik,man ; 
2. Seksi PEJngelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 
:-1. Seksi Penyebaran dan Pengembc.1ngan Perikar1an. 

Unit Pelaks::.ma Teknis Dinas (UPTD); 

~(elompok ,lab2tan Fu11gsional. 

(2, Ba~m, Struktur Or~eRlsss1 Blflai PRtefl'tiakan ijli'1 Plitlkanen 
Oarat sebagaimar,a tercantum pada lampiran VII Peraturan 
Oc1erat1 ini . 

Bag ian ......... ... . .. 
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Bagian KE;delapan 

Dina~ Perke.bunan 

Pasal 31 

(1) Dinas Perkebunan merupakan ur1sur relaksan~ Otonomi Daerah 
di bid,mq Perkebunan., · 

(2) Din as Perkebunar .. dip,impin oleh'.' seorang Ke pal a yang berada di 
bawah clan bertanggung jawab k'epada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. ; 

Pasa1j2 

Dinas Perkebunan mer,npuny3i ttugas melaksanakan 
pemerintal1an ·da8rah berdasarkan asas otonomi dan 
pembantuan di bid8ng Perkeounan . 

Pasal33 

urusan 
tugas 

• 
Untuk melal(.sanakan tugas sebagairnana dimaksud pasal 32, Dinas 
Perkebunan rnempunyai fungsi : · 

a. Perumusan Kebijal:an teknis di bidang Perkebunan; 

b. Penyelenggaraan uru§an pemerlntahan dan pelayanan umum di 
bidang Perkebunc:1n; 

c. Pelaksanaan dan :Jerqbinaan di bidang Perkebunan; 

d. Pe.1ge11dalian, pembihaan dan , pengawasan sebagian kegiutan 
b;knis operasional dar; / atau pe11unjang di_ bidang Perkebunan; 

e. Pe l3ksm1aan tugns lain yang d1berikan Bupati s~suai tugas dan 
fL..ngsinya . 

Pasal 34 

(1) Struktur OrganisrJsi Dinas Perkebunan terdiri ..:Jari :· 

a. Kepala Din3s; 

b. SekretariGt, membawahi ; 
1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian K€uangan: 
3. Sub Bagian Perencanaan . 

c. Bid.ang Produksi, membawahi ; 
1. Seksi Pengembangan Benih dan Sarana Prbduksi; 
2 . Seksi Budi Daya Tanarnan Perkebunan; 
3. Seh:si Perl indungan Ta11aman. 

d. Bidang Usaha Perkebur.an , membawahi ; 
1. Scksi Pengembangan Lahar\ 
2. Seksi Pembinaan dan Kemitraan Usaha ; 
3. Seksi Pernbiayaan Usc1ha. 

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi ; 
1. Seksi Pengembangan Alot, mesin dan Pengolahan; 
2. Seksi Pembihaan Mutu Hasil ; 
3. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan. 

f. Unit .. ........ .. 
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f. Unit Pelaksann Teknis Dinas (UPTD); 

g. Kelompok Jabatan Fungsi6nal. 

(2) Bagan Struktur Organisasi (Dinas Perkebunan sebagaimana 
·tercantum pada lc:Jmpiran VII I Peraturan Daerah ini. 

; 

· Bagian KJsernbilan 
,; 

: Dinas Ke,hutanan 

Pasal 35 

( 1) Dinas Ker1utanan merupakan unsur pelaksana Otonorni Dae rah 
di bidang Kehutanai1. 

# ~ ;:;, 

(2) Dinas l<~hutanan dipimpin ~leh seorang Kepala Dinas yang 
berada di bawah dcin bertangi~ung jawab kepada ~upati melalui 
Sekretari$ Daerah. ~-

Pasc1.I 36 

Dinas KEir1utanan mempunyai tugas 
pemerintahan daGrah : berdasar~~an asas 
pembantuan di bid3ng Kehutahan. i 

·' 
Pascll 3"/ 

melaksanal<.an 
otonomi dan 

urlJsan 
tLJgas 

Untuk melakstinakan tugas sebag,:iimana dimaksud pasal 36, Dinas 
Kehut3m=in mempunyai f\.Jngsi : . 

i -_.: 

a. Pnrumusah Ke~ijakan reknis di bidang Kehutanan; 
' ' 

b. Penyelrn1ggaraan urusan pemqrintahan dar'l pelayanan umum di 
bidan9 f<ehutanan; · 

c. Pelakmmaan da11 pembinaan di bidang Kehutanan; 

d. Pengendalian, peml:·inaan dan pengawasan sebagian kegiatan 
teknis operasionc:11 dan / atau penunjang di bidang Kehutanan; 

e. Pelaksanaan tugas iain yang diberikan aupati sesuai tugas dan 
fungsinya. 

Pdsal 38 

( 1) Struktur OrgE.nisasi Cinas l<ehutanan, terdiri dari : · 

a. Kepala Dinc.1s ; 

b. Sel<.retari3t , mer.1bawahi ; 
1. Sub Bagi.:in Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan, 
3. Sub Bagi2n Perericanc=ian. • 

c. Etidang Penatagunaan Hutan, membc:1wahi ; 
1. Seksi Pernncanaan Hutari ; 
2. Seksi lnventarisasi dan Penataguriaan Hutan; 
3. Seksi Pernetaan dan Pemanfaatan Kaw.3san Hutan. 

d. Biclang Pelestarian Hutan dan Lahan, membawahi ; 
1. Seksi R&habilitF.isi Hutnn, Lah~m dan Pemberiihan; 
2. Seksi Perlindungan Hutan; 
3. Seksi Kon~ervasi Tanah, Air dan Suthber Daya Hutan. 

e. Bidang ............. .. 
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e. BidanfI Usaha dan Pendapatan Kehutanan, mer'nbawahi ; 
1. S13ksi Usaha Kehutana:i Non Kayu; 
2. S13l<si Pendapatan Kehutanan; 
3. S1~l<si Pr6cuksi Hnsil Hutan. : 

. f. Unit Pelaksana Teknis· Dinas (UPTD) ; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. '. 

' 
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana 

tereanturn pada LarnpiranJX Peraturan Oaerah ini. 

Bagi~n Kesepuiuh 
, l 

' 
Dinas Kependudukan clan Catatan 5ipil 

,, 
• 

_Pasal 39 '. 
; ... 

(1) Dinas KependudL:kan dan Catatan Sipil merupakan unsur 
pelaksana Otonomi Daernh di bidang Kependudukan dan 
Catatan Sipil. 

-(2) Dinas Kependucukan dan Catalan ' Sipil dipimpin oleh seorang 
Kc~p 3la Dinas yang berada di bmyah dan bertanggur,g jawab 
kepada Bui:,ati melalui Sekretaris Dc1erah. 

Pasal40 

Dina5 Kepe·ndudukan dan Catatan Siµil riismpunyai tugas 
melaksanakan urusan µem.er intahan r dc:1erah berdasarkan asas 
otonom: dan tu~1as pemt·antuan di bidang Kependudukan dar, Catatan 
Sipil. 

~')asal 41 · 

LJntuk r'Tlf:!laksanakan tu~as sel)agaimana dimaksud pasal 40, Dina$ 
Keper'ldudukan dan Cata~an Sipil r'nempur'lyai fungsi : 

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan 
Catatan Sipil; 

b. Per,yelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umun'I di 
bidang KE3penduduka,7 c1an Catatan Sipil; 

c. Pelaksar'l3c1n dan rerr.biriaan di bidang Kependudukan dan 
Catatan Sipil; 

d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagi:m kegiatan 
teknis operasional dan / atau penunjang di bidang Kependudukan 
dan Catatan Sipil ; 

'3 . Pelal<sanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan 
fungsinya. 

Pasal42 

( 1) StnJktur Orqanisasi D,nas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Se~retariat, membawahi ; 
1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan; 
3. - Sub Bagian Perencanaan . 

c. Bidang .. ..... ..... . 
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c. Oidang Pendaft.srar. Penduduk, membawahi : 
1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu ianda 

Penduduk (KTP); 
2. Seksi Adminis~rasi Kependudukan. 

d: Sidang Pt .. riC;atatan Sipi.1 membawahi : 
1. Seksi Pelaya11cm Pencatatan Sipil; 
2. Sek~,i Adrr.inistrasi Pencacatan Sipil. 

e. 8iuang Perkemhar.gan:Kapendudukan, membawahi: 
1. Seksi Perencanaan Kependudukan ; 
2 . Seksi Pengendalian Kependudukan. 

f . Biciang Data dan f.valuasi, membawahi : 
1 . Seksi Data ; 

• 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; 

h. Kelompok Jabetaf"' Fungsional. 

(2) Bagan Stru~,tur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
sebagaimana tercantllm pada lampiran X Peraturan Daerah ini . 

Bagian Kesebelos 

Dinas ?ert~mbangari dan Energi 

Pasal43 

(_ 1) Dinas P1ertambarigan ct.an Energi; merupakan unsur pelaksana 
Otoriumi Daerah di :iidahg P8rtam6angan dan Energi . 

• .. 

(2) Dinas Pmtambangan dan Energi '.di pimpin ole'l sebrang Kerala 
Dinas ynng berada di -bawah da·n bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekr~;taris Oaerah. _ 

Pasal44 

Dinas Pertambangar. dan Energi mempunyai tugas melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi rlan tugas 
pembantuan di hid2ng Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasal 45 . 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pasal 44 , Dinas 
Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi : 

a. Perumusan Kebij~kan teknis di bidang Pertambangan dan Energi ; 

b. PenyelengfJaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urnutn di 
bidang P1~1iambangan dan Energi; 

c. Pelaksanac1n dan pembinaan di bidang Pertambangan dan Energi; 

d. Pengend;alian, pembinaan dan pengawasan sebagian ·kegiatan 
teknis uperasional can / atau penunjarig di bidang Pertambangan 
dan Energi ; 

e. Pelaksanaan tugas. lain yang diberikan Bupati sesuai tunas dan 
fungsinya. 

Pasal 46 ... ........... . 
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Pasal46 

( 1) Struktur Organisasi Uinas Pertambangan dan Energi terdiri dari : 

8 . Kepala rnnas ; 

b. Sektet.~riat, rnernbawar.i ; 
1. Sut) Bagiah lJ rium; 
2. Sub ~agian K1~uangan ; 
3. Sub Bagian P8rencanaan. 

c. Bidang Eneryi , membawahi : 
1. Se~ksi Ketenaga Listrikan; 
2. Seksi Minyak dan Cas ; 
::.. Seksi Energi Alternatif 

ci . Bidang Pertamb;3ngan, membawahi ; 
·1. SHk:si Mineral d;m Panas Bumi; 
2. SE~ksi Air T~r1ah dan Bahan Galial"l Golongan C; 
3. SE~ksi Batu Bara. 

e. B:dang Geologi, membawahi ; 
1. SE~l<.si Geo:091 Tata Lingkungan; 
2 . S(:!ksi lnventc-1risasi dan Survey ; 
3. S1?ksi Pemetaan dan lnforrna:;i Geografis. 

f . Unit Pd.aksana Tekni~ Dinas ~(UPTO); 
' . . 

g. Kelornpok J2bata11 Fungsion~I. 

(2) Bagan struktur organisasi Dii1as Pertambangan dan Energi 
sebagairnana tercantu~n p~da larr1piran XI Peraturan Daerah ini. 

Belgian Kedu~bclas 

Dina:s Pekerjaan U,murn Bina Marga dan Pengairan 

Pasal47 

(1) Dinas Pek:erjaan Umum Bina Mmga dan Pengairaf'I merupakan 
unsur p,elaksana ~tonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum 
Bina Mar!Ja dan penga iran . 

~2) Din8s P,ekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairsn dipimpin oleh 
seorang Keµala Oinas yr:ing bereda di bawah dan bertanggung 
jEwi.3b kepada Bup:iti melalui Sekretaris Daeral'l . 

Pasal48 

Dinas Peke:-ja21n Umum Bin,1 Marga clan Pengairan mempunyai tugas 
melakscnakan urusan pemerintahc1n da2rah berdasarkan ~sas 
otonomi dan tugas pe:ribantuan di bidang Pekerjaan Umum Bina 
Marga dan Pongairnn. 

Pasal49 

LJntuk rr.elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48, Oinas 
Pekerja8n Urnum Sina r.t.arga dan Pengairan mempunyai fungsi : 

a. PerumL•san Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Urnum Bina 
Marga dan Pengairnn; 

u. Penyelenggara2n ur usan pemerintahan dan palayanan umurn di 
bidang Pekerjaan Umurn Bina Marga dan Pengairan; 

c. Pelaksanaan dan oemt inaan di bidang Pekerjaan Umum Bina 
Marga d:an Pengairan; 

d. Pengendal ian .............. .... .. 
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d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan 
teknis operasional dan / atau penunjang di t idang Pekerjaan 
Umum !3ina Marga dan Pengairan; 

e. P8laksc1naan tugas lain yang diber'ikan Bupati sesuai tugas dan 
f_ungsinya. 

Pasal !.30 

('1) Struktur Organisasi Dirias Pel<erjcian Umurn Bina Marga dan 
Pengairnn terdiri clari : 

a. Kepala Djnas ; 

b . Sekretaric;1t, memba1,~ahi ; 
1. Sub B-:ician Umum; 
2. Sub S60iari Keuahgan; 
3. Sub Bc1gian Perer'icanaan. . 

c. Bidang B;ir.a Percnd.anaan dari Pengav;asan Tekriis, 
mmnbaw@hi; 
1. S1~ksi F?erencana~m Teknis; } 
2. f:1~ksi $urvey dan: Pendataah; 
3. S1:;ksi Pf;ngawas~n Teknis. ~ 

~ ~ '\ 

d. Bidang Bina Pernbahgunan, ri, /:':)rnbawahi ; 
1. S,3ksi Pambangur:ian Jalan; : 
2. S,eksi Peningkatah Jalan; : 
~- Seksi P€:mbangut1an dan P~ningkatan Jembat~n. 

. ; ,: 

e. Bi1jang Bina P3melit,araan dan l=>emanfaatan, m~l'nbawahi ; 
1. Seksi Pemeliharaan Jalan; ? 
2 . Set~.si P~rncliharaf.ln Jernb3tan; ' .- ; 

3. Seksi Bina Pemanfaatan Jalan , Jembatan dar"l Utilitas. 

f. Bidar'lg Pe11gairan , membawahi ; 
1. Seksi Pembangurian; 
2. Seksi Ope-asional dan Pernelihar.:1an. 

g. Unit PE~laksa11a Teknis Dinas (UPTD) ; 

h. Kelornpok Jatat4m Fungsional. 

(2) 8agan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umurri Bina Marga 
dan Pe,ngairan ssbaoaimam1 tercanturn padc1 larnpiran XII 
Peraturan Oa0rar, ini . 

Bagian Ketigabeias 

Dina::; Pekajaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 

Pasal 51 

('I) Dinas Pekerjaan :.Jmum Cipta Karya dari Tata Ruang merupa~an 
•Jnsur pe:aksana Otonomi Dc1erah di bidang Pekerjaan Umum 
Cipta Karya dan Pengc1iran. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruaflg dipimpin 
oleh SE~orang ~epala Dinas yang berada di bawah dan 
bEtianogung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Oaerah. 

Pasal 52 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang rnempunyai 
tugas melaksanak!:in urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dari tugas per,1uantuan c!i bidang Pekerjaan Un'lum Cipta 
Karya dan Tatc1 Ruang. 

Pasal 53 ... .... ... .. .. 
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Pasal 53 

Untuk melaksanaka(l tugas sebagaim,3n~ dimaksud pasal 52, Dinas 
Pekerjaar1 Urnum Cipta Karya dan Tata R~cing mempunyai fungsi : 

a. Perurnusan Ker.iijakan teki1is di bid ::ing Pekerjaari Umum Cipta 
Karya dan Tata Ruang ; · 

b. Penyelen~;igaraan t.:rusan pemerintaHan dan pelayanan umum di 
bidang Pekerjaan Umurn C,pta Karya ;-dan Tata Ruang; 

c. Pelaksanaan dan pembinaan di bid~n~ Pekerjaan Umum Cipta 
Kary~ dan Tata Runng; : 

d . Pengendcllian, pernbinaen. dan pen~awasan sebagian kegiatan 
teknis operasiot1al dan / ;, atau penLnjang di bidang Pekerjaan 
Umum Cipta Karya dan Tqta Ruang; ~ 

e. PelaksE1ri,~an tugas lairi yang diberikan Bupati se:suai tugas dan 
fungsinya. 

• Pasal 5:4 
. . 

(1) Struktur Organ,isasi Dinas. Pekerjaar'. umum Cir:;ta Karya can Tata 
Rwmg terdiri d8ri : 

a. Kepala Dinas ; 

b. Sekretariat membawahi ; 
1. SL·b B~gian Umur.h 
2. Sub Bagian Keuanoan; 
3. Sub Bagian Pere~canaan. . 

c. Bidang 8angunan dan Lingkungan, membawahi : 
1. Seksi Air Minum;: · • 
2. Seksi Persarnpahan dan Ai f· Limbah; • 3. Seksi Bangunan, Gedung dan Drainase. 

d. Bidang Perencanaan Teknis dan Pengawasan, mernbawahi : 
1. Seksi Perenca'1aan Teknis; 
2. Seksi Survey dan Pendataan 
3. SeksiPengawasan. 

e. Bidc1ng Penataan Ruang dan Permukiman, mernbawahi ; 
1. Seksi Pengembangan Kawasan; 
2 . S~ksi rurrnukirnar . 

f . Bidc1ng Perumahan, membawahi 
1. Seksi Perrbinaan Perurn3han Formal dan Swadaya; 
2 . Seksi Pembinaan Umum Perurr,ahan ; 
3. Seksi Pembinaan J.:isa l<onstruksi . 

g. Un t Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; 

h. KE~lompoK Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan i,truktur organisasi Oinas Pekerjaari Umum Cipta Karya 
dan Tcrta Ruano sebagaimana tercanturn pada lampiran XII I 
Pernturan Daerai1 ini . 

Bagian Keempatbelas 

Dina:s Pemurla, Olah Raga, Kebudayarin dan Pariwisata 

Pas;:ll 55 

(1) Oiras Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 
merupakan :..inr,ur pelaksana Otonomi Daerah di bidang 
Kebud3yaan, Pai iwisata, Pemuda dan Olah Raga ; 

(2) Dinas ...... ... ... . .. 
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(2) Dinas Keibuday:1ari, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin 
oleh seorang l<epala Oinas yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepar:la Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

. . 
Pasal56 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai 
tugas melaksanakcin urusan pemerintahan daerat'l berdasarkan asss 
otonomi dan tugas pGmbantuan di 6idanQ Kebudayaan, PariwLsala, 
Pemuda dan Olah Rag:1. 

,. 
Pasal fj? 

·•. 

Untuk 1T1elak::;ariakc1h tuga:.S sebagairhana dimaksud pasal 56, Dirlas 
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda jaf;) Olah Raga mempunyai fungsl : 

c:i . Perumusan Kebijakc.n; teknis di :bidang Kebudayaan, PariwisiHa, 
Pemuda dar1 Olah R.aga; · 

b. Penyelm1ggaraan urusan pemedntahan dan pelayanan umum. di 
bi dang l<e~b~daya2n, Par iwisata, Pemuda dan Olah Raga; 

c. Pelaksm1aat1 d3n pembinaan di bidang Kebudayaal"l, Pariwisata, 
Pemuda dan Oiah Raga; · 

'· 

d. Pengenclalian, pembinaan dan ipengawasan seba~ian kegiatan 
teknis operasional dah / atau p~nunjang cii bidang Kebudayaan , 
Pariwisata, Perr,uda dan Olah Rciga; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang d1berikan Bupati sesuai tugas dan 
fungsiny21. 

,. 
f=>asal 58 

(1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pernuda dan 
Olah F~;aga terdiri rlari : 

a. ~~epala Dinas ; 

b. Sekretariat, membawahi ; 
1. t;ub Bagiari Umum; 
2. Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bogian Perencanaan. 

c. Biclang Kebudayaan, merribav;ahi ; 
1. Seksi Adat, Sejarah dan Purbakala; 
2. Seksi Kesenian dan Pmfilman. · 

d. Biclang Pariwisata, membawahi ; 
1. Seksi PE'ngembangan dan Pemeliharaar1 Objek Wisata; 
2 . Seksi Pemasaran lndustri Wisata; 
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwi5ata. 

e. Biclang Kepemudaan, membawahi ; 
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 
2. Seksi Organisasi dan l<epeloporan Pemuda. 

f. Bidang Ol!.!hrag3, menibawahi ; 
·1. Seksi Senam dan Rekreasi; 
2. Seksi Olahraga Prestasi dan Masyarakat; 
:J. Seksi s~,·ana dan Prasarana olahraga. 

g. Unit Pelaksuna Teknis Dinas UPTD; 

r, . Kedomp0k Jc1b:1tan Fungsiona1. 

(2) Bagan .. ......... . 

• 
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(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata , 
Pemudc1 dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran 
XIV Peraturan Daerah i11i . 

Bagian Keli.inabelas 

Dinas PerhlJbungan 

Pasal59 

i i \ 
(1) D.nas Perhubungan rr.erupakan unsur pelaksana Otonhmi 

Daerah di bidang Pcrhubungan .-
. . 

(2) Oinas Perhubungan . dipimpin c)leh seorang Kepala Dinas y~ng 
be.:rada di bawah rja11 bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah . 

Pasal60 

Dinas Perhubungan rnempunya i, tugas 
pemerintahan daeral, berdasarkan asas 
pembantuan di bidang Perhubunga,1. 

Pasal61 

melaksanakan 
otonomi dan 

un..isan 
tugas 

Untuk melaksanakan t·Jgas sebag~irnana dirnaksud pasal 60, Dinas 
Perhubung:311 mempunya, fungsi : 

a. Perumusan Kebijat',ar. teknis di ;bidang Perhubungan ; 

b . Penyekmggaraan urusan pemf3rintahan dan pelayanan umum di 
bidang P<:irhubungc:3r1 , 

c. Pel 3ksanaan dan 1,;embinaan di bi dang Perhubungan ; 

d . Pengendaliar\ pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan 
tek nis operasi0r•31 dan / atau penunjang di bi dang F>erhubur1~an ; 

8 . Pelaksanaan tugc1s lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan 
fun~sinya . 

(1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terd iri dari : 

a. K(3pala Dinas ; 

b. 

,.. ...,, 

S13kretariGt, membawahi ; 
1. Sub Bagian Umum; 
2 . Sub Bsgian Keuangan; 
3. Sub Bagian Perencanaan. 
Bidang Angkutan, membawahi ; 
1. Seksi Angkutan Orang; 
2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus; 

• 

cl. Bidang Pengendalian Operasional, mebawahi : 
1. Seksi Pengendalian Operasional ~engamanan dan 

Pengcituran: 
2 . Seksi P8ngendalian Operasional ~engawasan dan 

Pemeriksaan; 
3. Seksi Pengendalian Parkir. 

e. Bidang ...... .. ...... . 
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e. Biclang Teknis Sarana dan Prasarana Keselarriatan Lalu 
Lintas, membawahi ; 
, . Seksi Si3ra7a dan Pras 3rana; 
2. Seksi P~mfliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan; 
3. Seksi Man2jemen Rekayasa dan Keselamatan Lalu Lintas. 

f. Uni1 Pelaksana Teknis-Dinas (UPTD); 

g. Kelompok Jatatan Fun£~sional. 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas F'erhubungan sebagaimana 
tercanturn pada lai-noiran XV Peraturan Daerah ini. 

Bi::lgian Keenambelas 

C>in3s Kopcrasi, Usatia Kecil dan Menengah ., 

Pasal 63 

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil cjan Menengah merupakall unsur­
pelaksana Otonomi Daerah di biciang Koperasi dan Usaha Mikro 
Kecil Menengan; 

(2) Oi:ias ~<operasi, Usaha Kecil dah Menengah dipirnpin oleh 
seoran~J Kepala Dina~ yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab ke:pc1da BupAti melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal64 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil clan Menengah rnempunyai tugas 
melaksanalmn urusan pemerinta~1an daer2h berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah. 

Pasal65 

Untuk melal~sanakar. tugas sebagaimana din-iaksud pasal 64, Dinas 
l<opernsi, Usaha Keci: dcm Menengah mempunyai fungsi: 

cl . Perumusan Kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah; · 

b. Penyeleriggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang Koperasl, Usaha Kecil dan Menengah; 

c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidc!lng Kcperasi, Usaha Kecil dan 
MenenQc1h; 

d. Prmgendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan 
t1;knis operasional dan / atau penunjarig di bidang Koperasi, 
Usaha K~=;cil dar1 Menengah; 

o. Pel2ksanaan tugas lain yang ciiberikan Bupati sesuai tugas dan 
fungsinya . 

Pasal 66 

( 1) Strukur Organism·,i Dinas Koperasi dari Usaha Kecil Menengah 
Kabupaten Muar 2 Enim terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat .... ..... . .. 
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b. Sc~kretaria1, membawahi ; 
1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian l<euangan; 
3. Suh Bagian PNencanaan. 

c. l:3idang Fasilitasi Pembiayaan, membawahi ; 
1. St3ksi Permodalan Non Simpan Pinjar'n; 
2. Seksi Pern1.,)dcJlan Sirnpan Pir'ljam; 
3. Seksi P-3nilaian. 

d. 8idang Koperasi, membawahi ; 
1. S13ksi UsaI·1a dan Pembinaan; 
2. Seksi Diklat dar, Periyuluhan; 
3. S13ksi Kelernbagaan dan Pemberdayaan. 

e. BidanG Bin2 Usaha, Usaha KE:cil dan Menengah, 
mmr1bawahi : 
1. S13ksi lndustri Pertania11 ; 
2. Seksi lndustri Non Pertanian ; 
3. Seksi Fasilitnsi Aneka Usaha. 

f. Unit Pelaksana T 8knis Dinas (U!=>TD); 

g. Kedompok Ja~atan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menen~Jah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI 
Peraturc:1n Dae:rah ini . 

Bag;an Ketujuhbelas 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pasal67 

(1) Dinas Pei·iridustrian dan Perdagangan merupakan unsur 
pelaksm1a Otonomi Daerah di bidang Perindustrian dan 
Perdag21ngan. 

(2) Dinas Perindustrian dan PercJ ~gangan c':lipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang berada di bawah den bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal68 

Dinas P13rindustrian dan Perdagangar mempunyai tugas 
melaksanakan urusan µemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan 
Pe1·df,gangan. 

Pasal6S 

Unt..Jk melaksanakan tugas sebagaimana ditnaksud pt:isal 68, Dinas 
Perindustrian dan r.erdaaangan mernpunyai fungsi : 

a. Pe.-rumusan Kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan 
Pe·raagangan; 

b. Penyele1·1ggaraan uI·usan pemerintahan dan pel~yanan umum di 
biciang Perindustrian dan Perdagangan; 

c. PelRksanaan dan pembinaan r:li bidang Perindustrian dan 
Perda~iangan; 

d. Pengendal ian ...... .. .... . 
f) 
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d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan 
teknis operasional dan / ata~ piinunjang di bidang Perindustrian 
dan Perdagangan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 1/J 

(1) Struktur Organisa~i Dinas Perindusttian dan Perdagangan terbiri 
dari : 
a. Kepala Dinas ; 

b. Sekrntariat, mernbawahi ; 
1. Sub Bagian Umum: 
2. Sub Bagiar Keqangan ; 
3. · Sub Bagian Perencanaan;; 

(, ... : 

c. Bidang Perindustri(m, membciWahi : 
1. Seksj PengeniJbangan Teknologi lndustri Kecil dan -

Meinengal1 (IKM); ., 
2 . Sek~i Pembina~n Prcdui<~i dar'l Promosi; 
3. :3eksi Sara. .... a da:1 Prasari'.ma lndustri Ketil dan Menengah 

(IKM). . ~ 

d. Bidang : Perdagarigan Dalim Negeri dan Luar Ne~eri , 
memoa'i.1ahi : 
1. Snksi Usaha PJr·dagangar'.1 Oc1lam Negeri ; 
2. Seksi PE-:11bina~n Usaha F?erdagangan; 
3. :3e·ksi Usaha PHdaganga6 Lua.- Negeri. 

e. Bidnng Perlindung~n Konsun4en, membawahi : 
1. Seksi Pcmbinarin dan pe},gawasan Ukur, Takar, Timbang 

dan Perlengka¢an (UTTP J, ; . .. 
2. Seksi PE:ngawasan dan t<~lenibagaan Usaha ; 
3. Seiksi Mon:toring, Evaluasi dan Pelapcran Barang Beredar. 

f. Unit Pelakscina Tekris Oinas (UPTD); 

g. Kelompok Jr.ibatan Fungsional. 

(2). Bagan :~truktur organisasi Dinas Perindustrian nan Perdagangan 
sebagaimana tereantum pacia lampiran XVII Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedelapanbelas 

Unit Pelaksana 1eknis Dinas 

Pasal71 

(1) Pada Dinas Oaerah dapat di bentuk satu atau lebih Unit 
Pelaksana Teknis Dinus sesuai kebutuhan yang ditetapkan 
ciengan Peraturan Bupciti. 

(2) Unit Pelaksan3 l'eknis Oinas mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian kegiat,m Teknis Operasional d3n / atau kngiatan 
menunjang tugas pokok Dinas 01:ierah yang mernpunyai wilayah 
satu atau beberapa Kec:amatan. 

Pasal 72 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Subbag Tata 
Usaha dan Kelomrok Jabatan Fungsional. 

(2) Unit ............... . 
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(2) Unit Pelaksana Te:knis Dinas dipimpir'l oleh seorang Kepala yang 
berada di oawah c. 3n oertanggung .iawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal73 

Pengaturan mengena: Unit Pel§lksana Teknis Dir1as mengenai 
nomenldatur, jumlah, jenis susunari organisasi, tugas dan fungsi akan 
diatur d3n ditntapkan dengan Pernturan Rupati. 

; 

BAB, IV 
t: 

• 

,IABATAN FUNGSIONAL 
' 

Pasi:1174 

(1 ). Kelompbk Jabatari :FungtionaJ mempunyai tugas melaksariakan 
sebagian , tug as Pemerintah 0$Grah sesuai dengan keahliari dan 
kebutuhat1. ' 

(2). Kelompo~~ Jabatan: Fungsiorfol terdiri dari sejumlah tehaga 
fungsional yat.g di~tur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undanga11. . 

. ·, ; 

(3). Kelomr:,oft Jabatan \ Fungsiontal dipimpin 6leh seorang tanaga 
fungsiom1I senior yai-,g ditunjuK' . 

. • ... \ 

( 4 ). Jumlah t,9nc1ga fungsional ditentukan berdasarl<.an kebutuhan 
dan beb;an kerja. · 

(5) . Jenis dcir1 jenja,1g j~batan Jurigsional diat;as diatur berdasarkan 
peraturari perundang-urdangan. 

(6). Kelonipok Jaoatan Fungsiona} mempunyai tugas sesuai dengan 
peraturan perundang-undanQah. 

BAB V 

TATA KERJA 

P3sal 75 

(1) Kepala Dinas rnemimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan 
fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 

(2) Dalarn rnelaksan.::1kan tugas setiap pimpinan unit kerja dan 
kelornpok Jabatan Fungsional dan unit pelaksana teknis di 
lin8kungannya wnjib menerapl<an prinsip koordinasi, integrasi, 
sirikronisasi dan simplikasi baik dalam lingkunQan masing-masing 
maupun antam s.3tuan organisasi di lingkungan Pernerintahan 
Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintahan Oaerah 
sesuai dengan tugF.Js masing-masing; 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan · Dinas Daerah 
bertanrnJungjawat, memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
masing-masing dan membe.rikc:m bimbingan suatu petunjuk bagi 
pelaksana tugas bawahanr,ya serta mengambil langkah-langkah 
sesuai peratur.!.n Perundang-undangan yang t>erlaku bila terjadi 
penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
bawahannya; 

( 4) Setiap pimpinan satuan organisasi di linGkungan Oinas Daerah 
wc1jib rrwngikuti dan rnernatuhi petunjuk dan bert~nggungjawab 
kepada atasan 1nasing-rnasing dengan menyiapkan laporan 
~ecara l:,erjenjang; 

(5) Setiap ...... ....... .... ... . 

• 
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(5) Setiap laporan diteriina bier. pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah cJan dipergunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan :ebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada 
b3wa:,an. 

BAB:VI 

ESELONISASI 

Pasal 76 
. . 

Dengan Pernturan Daerar1 ini ditetapkan : . . 

1. Es810n Kepala 0in.'3s kdalah esE{lon 11 .b ; 
: :~ 

2. Eselon Sekretaris :Jinas dan ad~lah eselon Ill.a 

3. Eselon Kepala Bidang adalah e~elon 111.b; 

4. Eselor, Kepala Sek:;i c·jan Sub B~ig i;.m adalah eselon IV.a 

BA8 VII 

PENUTUP 

Pasal77 

Penjabaran Tugas PoKok: dan Fung~i Dinas Daerah dan hal-hal yang 
belurn diatur dalam P¢raturan Daerah ini sepanjang meng6nai 
pelaks,maannya akan diaf u1 dan dit~tapkan dengan Peraturan Bupati . 

Pas:1178 

Denga11 berlakunya P;,raturan Daer~h ini, maka : 

a. Peraturan Daerah Ka•::iupaten Muara ~nim Nomor 19 Tahun 2COO 
tentang Pembent,_1kan Orgc3nisasi dan Tata Kerjil Dinas Daerah 
Kal)upa:en Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara 
Enim T2hun 2000 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 
Perc'.:lt:.Jrnn Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 
(Lemb;;1ran Daeral1 KE.bupaten Muarcl Enim T~hun 2002 Nbmor 35 
Seri D) : 

b. Perat...iran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 iahun 2002 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelr.l~sana 
Teknis Dinas dalam Kabupaten Muara Enirn (Lembaran 0aerah 
Kabupcitein Muarn Enim Tahuri 2002 Nomor 33 Seri D) ; 

G. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Numor 17 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas 
Daerah f(abupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten 
Muara Enim Tahun 2002 Nomor 32 Seri D ) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan 0aerah Nomor 4 Tahun 2008 
(Lembarcin Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 1 ). 

d. Peraturc1r1 Daer::ih Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2006 
tentar.~J PembentuKan OrgEinisasi dari Tatakerja Dinas 
Kesejaht(~raan Sosial Kabupaten Mt_;ara Enim (Lerr\barnn Daerah 
Kabupc31Em Muara Enim Tahun 2006 Nemer 4 Seri D) 

DinyatakBn tidak berlaku. 

Pasal 79 .......... ... . 
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Pasal 79 

Peraturan Daerah ini rnulai bcrlaku pa.da tanggal diundangkan. 
! . 1 

Agar suµaya seti2p orang dapat mer1getahuinya, mernerintahkan 
Pengundangan Peraturan baerah inF dengan penempatannya dalam 
Lembarari Daerah Kabupc:iten Muara Enim. 

iundangkan di 
-taJ:igg~I 2 · 

• 

.. I 
' 

=----7'~~----·---­
B MAHAFUS 

, LEMBARAN DP ERAH l<A8UPATEN MU ARA ENIM TAHUN 2008 t\lOMO~ 24 Seri D 


